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ABSTRACT

The environment on earth as regulated in Law No.08B2009
concerning Environmental Protection and Managementhat
environmental management consists of the naturalir@mment in
accordance with the understanding of ecosystem &fed social
environment that is illustrated by the existencénofman groups both in
society and in families and refers to the underdtag of humanity
(humanism), so that includes understanding aboutvéen nations,
interregion and the built environment (originallyaught to be man-made;
man-made environment).

Development needs to pay attention to environmesdatitions
that exist from the physical side (soil, water,)abiotics (flora, fauna),
and culture (culture, interactions between peoplg)vironmental quality
conditions will tend to continue to decline if tatlanced with the concept
of sustainable development planning in an efforpteserve the existing
environmental functions.

The implementation of environmentally sound devety and the
controlled use of natural resources wisely is thaimobjective of
environmental management. Sustainable developngeniery closely
related to environmental management programs aridips.

The nature of environmental law enforcement in anable
development covers all environmental law systenth whe aim of
protecting and properly managing the environmendl &1an activity to
implement and apply just environmental laws andetdégal action
against any violations or deviations of law comadttby legal subjects
either through judicial procedures or through nardicial procedures.
Legal norms are the most dominant rules that aroreed with power
and for their violations subject to certain sancothat have been
established by the State.

Keyword : Sustainable development, Enforcement of environmental
laws.
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ABSTRAK

Lingkungan hidup di bumi sebagaimana telah diatudalam
Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungkan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa pengelolaagklingan hidup
terdiri atas lingkungan hidup alam yang sesuai dangengertian
kehidupan ekosistem dan lingkungan hidup sosialg ydigambarkan
dengan adanya kelompok manusia baik dalam masyaregpun dalam
keluarga serta mengacu pada paham tentang kemamgisiananismg
sehingga mencakup paham tentang antar bangdarregion dan
lingkungan hidup binaan.

Pembangunan perlu memperhatikan kondisi lingkungag ada
dari sisi fisik (tanah, air, udara), biotik (florlguna), dan kultur (budaya,
interaksi antar manusia). Kondisi kualitas lingkangakan cenderung
menurun terus jika tidak diimbangi dengan konsepemzanaan
pembangunan yang berkelanjutan dalam upaya mekestarfungsi
lingkungan hidup.

Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan
terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam yangraseaijaksana
merupakan tujuan utama pengelolaan lingkungan hitRgmbangunan
yang berkelanjutan sangat berkaitan erat dengagrgroserta kebijakan
pengelolaan lingkungan hidup.

Hakekat penegakkan hukum lingkungan pada pembanguna
berkelanjutan mencakup seluruh sistem hukum lingardengan tujuan
untuk melindungi dan mengelola lingkungan dengarabdan merupakan
suatu kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkamhiingkungan
yang berkeadilan serta melakukan tindakan hukunhatEp setiap
pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukeh subjek
hukum baik melalui prosedur peradilan ataupun melalosedur di luar
peradilan. Norma hukum merupakan aturan yang palmginan yang
ditegakkan dengan kekuasaan dan atas pelanggaeadnkgnai sanksi-
sanksi tertentu yang telah ditetapkan oleh Negara.

Kata Kunci : Pembangunan berkelanjutan, Penegakkan hukum
lingkungan
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. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup di bumi sebagaimana di dalam Ugedandang
No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan PergeloLingkungan
Hidup, bahwa pengelolaan lingkungan hidup terdasdingkungan hidup
alam yang sesuai dengan pengertian kehidupan ekosidingkungan
hidup sosial yang digambarkan dengan adanya kelbmpenusia baik
dalam masyarakat maupun dalam keluarga serta menggda paham
tentang kemanusiaafhumanismg sehingga mencakup paham tentang
antar bangsainterregion maupun international dan lingkungan hidup
binaan (semula dianggap buatan manusregn-made environment
Lingkungan binaan makhluk hidup dimungkinkan kareadanya
komponen daya dari berbagai makhluk hidup untuka lssirvive,
mempertahankan keberaddaksistengidiri dan keturunannya.

Pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemeritekin
menunjukkan hasil di berbagai bidang kehidupan mrakat yang
meliputi bidang sosial, budaya, ekonomi, ilmu peéagean dan teknologi,
kehidupan beragama, politik, hukum pertahanan daamianan,
pembangunan wilayah dan tata ruang serta pengelbiegkungan hidup.
Keberhasilan suatu pembangunan harus juga ditungdely berbagai
aspek seperti kondisi politik yang stabil, jamineeamanan, modal yang
cukup, sumber daya manusia yang berkualitas, ilewgetahuan serta
ketersediaan sumber daya alam. Pendayagunaan sdayseralam baik
hayati maupun non hayati sangat mempengaruhi kiotidigkungan
bahkan dapat merombak sistem kehidupan yang susfahdang antara
kehidupan itu sendiri dengan lingkunganfhy@ehingga manusia di dalam
memanfaatkan sumber daya alam harus memperhatijaantya dan
pengaruh (dampak) yang akan ditimbulkan akibat peiaa”

Telah banyak kemajuan yang dicapai, akan tetapihmaesnyak
tantangan atau masalah yang belum sepenuhnyaetai@in. Salah satu
tantangan atau masalah yang sepenuhnya belumesaiain seperti
masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan sedfagasamping dari
berjalannya proses pembangunan. Pengelolaan suleeealam tersebut,
masih belum berkelanjutan dan masih mengabaikaesteglan fungsi
lingkungan hidup sehingga daya dukung lingkungannumen dan
ketersediaan sumber daya alam menipis. Menurunaya dukung dan
ketersediaan sumber daya alam juga terjadi karemaakpuan ilmu

! Joko Subagyo, 2005, Hukum Lingkungan Masalah eésrafggulangannya, Rineka
Cipta, hal 1.
? Ibid.
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pengetahuan tentang lingkungan hidup dan teknolggng rendah
sehingga tidak mampu mengimbangi laju pertumbulesdpduk’®

Berbagai kasus pencemaran dan kerusakan lingkundap yang
menonjol sebagai efek samping dari proses pembangusdalah
kerusakan sumber daya alam dan meningkatnya turdtés lahan. Untuk
mengatasi masalah yang ditimbulkan akibat kegiggada lingkungan
hidup maka pemerintah selalu memberikan batasasdiatdalam bentuk
suatu peraturan atau kebijaksanaan. Di dalam p=iagel lingkungan
hidup, berasaskan pada pelestarian kemampuan hggkuhidup agar
hubungan manusia dengan lingkungannya selalu begpada kondisi
optimum dalam arti manusia dapat memanfaatkan suwchinga dengan
dilakukan secara terkendali dan lingkungannya mammnciptakana
sumbernya untuk dibudidayakan.

Menyadari potensi dampak negatif yang ditimbulkabagai
konsekuensi dari pembangunan terus dikembangkayaypengendalian
dampak secara dini. Analisis mengenai dampak lingkn adalah
merupakan salah satu perangkat preemtif dan pilievpangelolaan
lingkungan hidup yang terus diperkuat melalui pgkatan akuntabilitas
dalam pelaksanaan penyusunan amdal dengan menmagkayalisensi
bagi penilai amdal dan diterapkannya sertifikagji penyusun dokumen
amdal serta dengan memperjelas sanksi hukum b&gigmar di bidang
amdal® Amdal menjadi salah satu persyaratan utama dalamperoleh
izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum dipéb izin usaha dan
atau kegiatan yang direncnakan pada lingkungarphidu

Salah satu fungsi Negara dalam sistem Negara moadafah
mengatur hubungan-hubungan manusia yang terjadindahasyarakat,
memberikan pembatasan atau keleluasaan serta mieimkeglbutuhan
masyarakatnya, karena itu peraturan perundang-gadadibentuk oleh
Negara dan digunakan untuk mengatur tata tertibyanakat (Mac Iver:
Negara Modern, 1980, hal 12-14)ndonesia merupakan negara modern
persyaratan sebagai sebuah Negara sudah terpexakikKemerdekaan
Republik Indonesia, sebagai Negara demokrasi jeasantum dalam
UUD 1945. Dikatakan dalam suatu Negara modern, Megenghukum
siapa saja yang melanggar peraturan, Negara makaipsistem hak dan
kewajiban yang sangat luas dan menjamin hak-hageltat dengan
memaksakan dilakukannya kewajiban-kewajiban. Undamgdang
tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungaruphigd mengatur
perilaku manusia dalam memenfaatkan sumber dayan, alaarus

* A'an Efendi, Op Cit., hal 2.
* Ibid.

5 Ibid, butir 4

% Ibid, hal 39.
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memperhatikan tujuannya dan dampak yang akan ditkah akibat

penggunaan lingkungan hidup, dengan latar belakang disadari bahwa
lingkungan hidup memiliki kedudukan serta peranaenting bagi

kehidupan manusia di bumi ini.

B. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penulisan ilmiah inengenai
kegiatan dan atau pembangunan yang berkelanjutzagaiedasar dan
terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah barkias Undang-
undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan damgdfolaan
Lingkungan Hidup, dan bagaimana ketentuan Penegakiakum
lingkungan terkait dengan kegiatan Pembangunarnggdn pemanfaatan
lingkungan hidup yang terkait dengan pembangunatuswilayah dapat
bermanfaat bagi rakyat dan menunjang pembangumanberkelajutan.

C. Tujuan Penulisan IImiah

Melakukan kajian atas kegiatan/pembangunan berjkédam
sebagai dasar dan terintegrasi dalam pembangunatu swilayah
berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 TerRanghdungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. dan kajian tent&etentuan
Penegakan hukum lingkungan terkait dengan keg@¢ambangunan yang
dilakukan pada lingkungan hidup.

II. KERANGKA DASAR TEORI

A. Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup

Problematika pembangunan dan lingkungan hidup Bakan
persoalan yang hanya dialami oleh Pemerintah Irelarsaja. Akan tetapi
problematika pembangunan dan lingkungan hidup sucdi@nupakan
persoalan global yang menjadi perhatian padaps@&zgara-negara di
dunia. Problematika pembangunan dan lingkungah @laahas di dalam
konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) teritagigungan hidup
atauUnited Nations Conference on The Human Environrpada tanggal
5-16 Juni 1972 di Stockholm, SwediaYang membahas tentang
permasalahan lingkungan hidup dan jalan keluarnyduku dapat
menyelesaikannya, yang mana pembangunan dapakstaréa dengan
memperhitungkan daya dukung lingkungaegdevelopmentDi Rio de
Janerio, Brazil tanggal 2-14 Juni 1992 dari pemgdaraanUnited
Nations Conference on Environmental and developmieRio Janerio ini
telah meletakkan fondasi dasar yang pertautanastgmen lingkungan

" Aan Efendi, Op Cit., hal 4.
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dan pembangunan dalam spektrum besar yang dispbutbangunan
berkelanjutan® Pembangunan berkelanjutan adalah keseimbangara anta
pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan hidembangunan yang
dapat memenuhi kebutuhan pada generasi sekarapg taangurangi
kesempatan bagi generasi yang akan datang untuk emodin
kebutuhannya.

Pada pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 32 Tahuht2@ang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, lBagang dimaksud
dengan pembangunan berkelanjutan adalah upaya dadaterencana
yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial &anoeni kedalam
strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan ling&a hidup serta
keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan muip beherasi masa
kini dan generasi masa depan. Menurut Emil Salergapat tiga pokok
dalam pengertian pembangunan berkelanjutan yaitu :

1. Konsep kebutuhan. Pengkal tolak pembangunan baijkeda
haruslah untuk mencapai pemenuhan kebutuhan polekuas
manusia.

2. Menyangkut konsep pengembangan lingkungan yang mnamp
mendukung proses pembangunan agar bisa berlanjuk yangka
panjang.

3. Mengalirnya pembangunan dari generasi kini ke tenerasi masa
depan tanpa kekurangan resource dan dengan kemamparusia
memenuhi kebutuhannya.

B. Analiss Mengenai Dampak Lingkungan

Pencemaran lingkungan yang berdampak berubahnymatat
lingkungan karena kegiatan manusia atau oleh prat®ms berakibat
lingkungan kurang atau tidak berfungsi lagi seslggigan peruntukannya.
Pencemaran berakibatkan kualitas lingkungan menuaikan menjadi
fatal apabila tidak dapat dimanfaatkan sebagainiamgsi sesungguhnya.
Dengan menyadari bahwa setiap kegiatan pada dasaneynimbulkan
dampak terhadap lingkungan hidup maka perlu demgakiraan pada
perencanaa awal, sehingga dengan cara demikiant ddgpersiapkan
langkah pencegahan maupun penanggulangan dampakifmgg dan
mengupayakan dalam bentuk pengembangan dampak gasitkegiatan
tersebut?’

Saat ini Negara kita masih juga berlangsung adpagasakan dan
pencemaran lingkungan hidup yang massif sepertiy@gembangunan

® ibid.
? Ibid.
1% Joko Subagyo, Op Cit hal. 27.
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yang tanpa izin, pembalakan liar, penambangan, pkaan lahan dengan
membakar, pembuangan limbah pabrik dan kegiatatrul&g lainnya.
Oleh karena itu, sebagai perhatian pemerintah uhdplat menanggulangi
kerusakan dan/atau pencemaran yang diakibatkankelgiatan manusia
maka dibentuklah suatu peraturan perundang-undaggag mengatur
tentang lingkungan hidup yang baru sebagai dasdekganaan
pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup ymtlang-Undang
No. 32 Tahun 2009 tentang ‘perlindungan dan peteagato lingkungan
hidup’ yang memacu pelaksanaan pembangunan yangawesan
lingkungan hidup dan menjadi pertimbangan pokolamapelaksanaan
kegiatan dan /atau usaha ke dalam lingkungan hiddgn setiap
kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan olehbyegtan/kegiatan
manusia dapat dikembalikan kepada manusianyarnirssebagai sobjek
hukum pertanggungjawabannya, karena ada suatuggelem hukum
yang dilakukannya.

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang pekan
kajian mengenai dampak penting suatu usaha danksgiatan yang
direncanakan pada lingkungan hidup yang diperluksyi proses
pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan dsa@tau kegiatan
tersebut, sangat diperlukan untuk menjaga keseigavamalam suatu
ekosistem, disamping untuk melakukan rangkaian appgngelolaan
sehingga secepatnya dilakukan pembaharuan apabj&dit penurunan
kualitas lingkungan hidup karena terjadinya ganggteseimbangan pada
ekosistent?!

Undang - undang No. 32 Tahun 2009 tentang ‘Pentigdn dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup’ sebagaimana disebytkaa :

Pasal 22.
(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampakngetdrhadap
lingkungan hidup wajib memiliki amdal.
(2) Dampak penting di tentukan berdasarkan kriteria :
a. Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampagana
usaha dan/atau kegiatan.

b. Luas wilayah penyebaran dampak.
c. Intensitas berlangsung dan lamanya dampak.
d. Banyaknya komponen lingkungan lain yang akan texidampak.
e. Sifat komulatif dampak.
f. Berbalik dan /atau tidak berbaliknya dampak.
g. Kriteria lain perkembangan ilmu teknologi sesuaingin
pengetahuan dan teknologi.
1 |bid, hal 94
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Pasal 29.

(1) Dokumen amdal dinilai oleh komisi Penilai amdal gadibentuk
oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesudengan
kewenangannya.

(2) Komisi penilai amdal wajib memiliki lisensi dari Meeri, Gubernur
atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

(3) Persyaratan dan tata cara lisensi diatur dengatufan Menteri.

Pasal 31.

- Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai Amdaéntéri, Gubernur,
Bupati/Walikota menetapkan keputusan kelayakan atau
ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kangannya.

Tujuan utama dari pembuatan amdal yang telah miekgaeintuan

yang bersifat global (salah satu asas dalam DedIRia De Jeneiro 1992)

ialah mencegah dampak yang negatif terhadap linggkuoin yang

mencemaskan secara nasional dan internasional. dxaitopbelum tentu
terjadi tetapi diperkirakan dapat terjadi. Dampakngy positif dapat
ditingkatkan dan dikembangkan.

C. Penegakkan Hukum Lingkungan Merupakan Bagian Dari Siklus
Pengaturan Lingkungan (regulatory chain)

1. Penegakkan Hukum Lingkungan

Penegakkan hukum merupakan upaya yang dilakukaok unt

menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku dalam@psperbuatan
hukum baik oleh para subjek hukum yang bersangkunzunpun oleh
aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugaskdeenangan
oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya aemaorma
hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakabemegard’®
Keberhasilan suatu peraturan perundang-undangajariieng pada
penerapan dan penegakannya. Penegakan hukum Igeykutalam
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 bersifat prefvdati represif.
Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampakuingan hidup
perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secarasinmak
instrumen pengawasan dan perizinan yang dapat udtgak oleh
pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. §etanuntuk
upaya represifnya dilakukan apabila pencemaran plarmusakan
lingkungan hidup yang sudah terjadi, baik melahstiumen hukum
administrasi, instrumen hukum perdata dan instrumgum pidana.

12 Jur Andi Hamzah, September 2005, Penegakkan hiikgkungan, Sinar Grafika
Jakarta, September, hal 40.

13 penegakkan Hukum Jimly Asshiddigie
http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakidokum.pdf. diakses 3
Feb.2020, pukul 22.20.
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Pendapat Bagir Manan mengatakan bahwa: keberhasilatu
peraturan perundang-undangan bergantung pada panerdan
penegakannya, apabila penegakan hukum tidak bemgkdagan baik,
peraturan perundang-undangan bagaimanapun sempartidak atau
kurang memberikan arti sesuai dengan tujuannyaggad@an hukum
merupakan dinamisator peraturan perundang-unddigRerhatian
terhadap lingkungan hidup belakangan ini mendapaitan tajam,
karena lingkungan hidup sudah semakin parah allgxatpencemaran
dan perusakan yang diakibatkan oleh ulah atau dimg&ku manusia
itu sendiri. Pencemaran dan kerusakan lingkungatahgelanggaran
hak orang lain yang telah dijamin oleh Undang-ugddbasar
Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undangangn
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UWWHPPyaitu hak
atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai batfianhak asasi
manusia. Pasal 28 H UUD 1945 tersebut, pada ayanéhetapkan
bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahirbdéin, bertempat
tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang Haik sehat serta
berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 93yaindang-
undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Man(diaM)
menetapkan bahwa setiap orang berhak atas lingkuhgp yang
baik dan sehat.

Dengan dilanggarnya hak atas lingkungan yang baik sghat
menjadi dasar bagi pihak yang dirugikan untuk mph@en gugatan
guna memperoleh ganti kerugian. Menurut Supart@yjj hak setiap
orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehatupa&an
argumentasi hukum yang sangat substantif bagi smsgountuk
melakukan gugatan lingkungan terhadap pemenuharakieehgsi hak
perseorangan termasuk melalui forum pengadilan.

Keith Hawkins mengemukakan bahwa penegakan hukyatda
dilihat dari dua sistem atau strategi yang disedmmpliancedengan
conciliatory style sebagai karakteristiknya daganctioningdengan
penal stylesebagai karakteristiknya. Secara lebih luas penegakan
hukum lingkungan preventif mengarah pada pengawasan yang
dilakukan oleh pihak yang berwenang. Dalam hal aeagan terletak
pada pejabat pemberi izin usaha dan atau kegiasmais dengan
kewenangannya. Pemerintah dan Pemerintah Daerahat dap
menetapkan pejabat pengawas terhadap kegiatandylakgkan pada

14 Solikin, Penegakan Hukum Lingkungan Menurut UU B®/2009,
KANUN No. 52 Edisi Desember 2010 543, diakses &&ari 2020, pukul 23.05.

15 ibid
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lingkungan hidup. Pada pasal 73 Undang-undang Rd.ehun 2009
menegaskan bahwa : Menteri dapat melakukan pengavtashadap
ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegisdag yzin
lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daer&a jpemerintah
menganggap terjadi pelanggaran yang serius di ¢igenlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup. Pelanggaran gangs itu yang
diakibatkan oleh karena adanya tindakan yang mgémigukum yang
mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan liggkurhidup
yang relatif besar dan menimbulkan keresahan dyanakat. Ketika
terjadi pelanggaran lingkungan secara serius danhbpenanganan
yang lebih, maka pemerintah memiliki kewenangamukimhelakukan
tindakan hukum tertentu sehingga pencemaran danfatausakan
yang dilakukan penanggungjawab usaha dan/atau t&egiadak
meluas dan dapat segera ditangani. Penegakkan hlikgkungan
hidup (aw enforcemen; rechtshandhavjngingkungan merupakan
mata rantai terakhir dalam siklus pengatur@egulatory chain)
Perencanaan kebijakamalicy Planning tentang lingkungan yang
urutannya sebagai berikdf :

1) Perundang-undangaregislation, wet en regelgeving).

2) Penentuan standasténdar setting, norm setting

3) Pemberian izinlicensing, vergunning verlenijhg

4) Penerapanifiplementation, uitvoering

5) Penegakkan hukunfefv enforcement, rechtshandhaving).

Gambar : siklus pengaturaregulatory chain.’

Perundang-undangan
(legislation, wet en
regel giving)

Penentuan standar
(standard setting
norm setting)

Pemberian izin
(licensing,
vergunning)

Penegakkan hukum \
(law enforcement,
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(implementation,
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% Op.cit, hal 52
7 Ibid, jur. Andi Hamzah, hal 56
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Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat hamigssantuk
meningkatkan dan menggalakkan penegakkan hukunkulirggan
termasuk yang preventif dan represif. Dengan demjkdiperlukan
pendidikan dan latihan para penegak hukum termagsejabat
administrasi bahkan masyarakat luas sadar lingkungamudian
melakukan usaha penegakkan hukum termasuk yangemirev
(compliancg atau penataan hukum sebagai bagian peningkatan
kesadaran hukum lingkungan.

2. Proses Penegakkan Hukum Lingkungan

Pada umumnya suatu masalah lingkungan hidup itwldim
dari suatu titik yaitu terjadinya pelanggaran huklimgkungan.Titik
tersebut dimulai dari orang/pribadi, masyarakaauptin korban dari
suatu pelanggaran hukum lingkungan. Tujuan tempaapor
terjadinya pelanggaran hukum lingkungan kepadacdkaiigkungan
hidup sehingga dapat diketahui apakah benar tgp@atemaran atau
perusakan lingkungan.

Dari kantor lingkungan hidup dapat dipilih prosetasjutnya,
yaitu tentang ketentuan mana yang dilanggar apdketentuan
adminsitrasi yakni tentang pelanggaran perizinday gelanggaran
tersebut bersifat perdata yakni perbuatan melandgdoum yang
terkait dengan pasal 1365 KUHPerdata yakni bahaa pierbuatan
melanggar hukum yang membawa kerugian kepada $pdean
mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitlaogian itu,
mengganti kerugian tersebut. Terhadap pelanggargkuingan hidup
yang sifatnya kriminal/ pelanggaran yang di makdathm kejahatan
lingkungan hidup maka dilanjutkan keproses randuiupidana.

Anggota masyarakat yang menjadi korban pencemata@n a
kerusakan lingkungan hidup dapat mengajukan gugpéadata ke
Pengadilan atas nama kepentingan masyarakat. Jdkganakat akan
mengajukan ke jalur pengadilan pidana, maka dapatbuat laporan
pidana ke kantor kepolisian. Siapapun yang mengetibjadian
kejahatan lingkungan wajib melaporkan kepada pdiskum pidana
tidak berdiri sendiri sebagai instrument penegakkakum, tapi
berkaitan pula dengan hukum administratif dan hukperdata yang
diterapkan oleh para penegak hukum. Konsep daserggesn hukum
lingkungan tergantung kepada objek yang mana y&amn gerlu
mendapatkan perlindungan oleh hukum dan bagaimahauhdiatur
dengan peraturan. Karena penegakkan hukum itu ullidak oleh
aparat pemerintah sehingga ada ketergantungarpéiaegak hukum
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kepada kebijakan pembangunan dan lingkungan petaletfhBahwa

perbedaan antara sanksi admnistrasi dan sanksagiserta sanksi
perdata adalah yang pertama menghendaki pemuliiaanparbaikan
kembai kepada keadaan semula, sedangkan yang kadalah

pengenaan nestapa yang istimewa yakni sanksi pakmgang ketiga
mengenai ganti rugi.

Hal yang perlu diperhatikan bahwa dari semua jakik itu
melalui sanksi hukum administrasi, sanksi hukundgtr dan sanksi
hukum pidana, memerlukan keterang saksi dan atearakg ahli di
bidang lingkungan hidup. Perlu diperhatikan pulareka hukum
lingkungan menempati posisi beberapa bidang hukobpek dan
pengaturannya menempati beberapa sektor maka eTEINg
pelanggarannya tidak dapat dilepaskan dari kebijdikgkungan dari
pemerintah.

1. PEMBAHASAN

A. Pembangunan yang Berkelanjutan sebagai Dasar dan
Terintegras di dalam Pembangunan suatu Wilayah

Pembangunan selalu membawa perubahan dan dampéak pos
maupun negatif. Dampak positif merupakan salah dafuan dari
dilaksanakannya pembangunan vyaitu perubahan pdsigfi manusia
dalam mencapai kesejahteraanfiyakonsep daripada pembangunan
berkelanjutan harus mempertimbangkan aspek negatifterhadap
lingkungan baik aspek hayati (ekosistem) dan ngathésosial budaya).

Pembangunan yang berkelanjutasudtainable developmént
adalah upaya sadar dan terencana yang memadukek Esgkungan
hidup, social dan ekonomi kedalam strategi pembaaugu untuk
menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatamampuan,
kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kinige#garasi masa
depan. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam konpembangunan
berkelanjutan dikemukakan secara rinci dalam dakiadan perjanjian
Internasioanl yang dihasilkan melalui konferensBRBntang lingkungan
dan pembangunanUfited Nation Conference on Environment and
Development )di Rio de Jeneiro pada Tahun 1992. Dari berbagai
dokumen yang dihasilkan dari konferensi itu sedarmal terdapat lima
prinsip utama pembangunan berkelanjutan yaiu :
1. Prinsip keadilan antargeneralitérgenerational equity Principle).

¥ Ibid., hal 60.
¥ Marhaeni Ria Siombo, Op Cit, hal 58.
%% |bid, hal 61-62.
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Prinsip ini mengandung makna bahwa setiap genenasi manusia di
dunia memiliki hak untuk menerima dan menempati iblrkan
dalam kondisi yang buruk akibat perbuatan gensestlumnya.

2. Prinsip keadilan dalam satu generasntgrgenerational Equity
Principle). Prinsip ini merupakan prinsip yang berbicaratdeg
keadilan di dalam sebuah generasi umat manusiandirbeban dari
permasalahan lingkungan harus dipikul bersama ote&syarakat
dalam satu generasi.

3. Prinsip pencegahan diniprecautionary principle). Prinsip ini
mengandung pengertian bahwa apabila ada ancamagnbgaat atau
ancaman kerusakan lingkungan yang tidak dapat tihkaun serta
ketiadaan temuan atau pembuktian ilmiah yang kasgktlan pasti
tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaggaipuntuk
mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.

4. Prinsip perlindungan keragaman hayati. Prinsip merupakan
prasyarat dari berhasil tidaknya pelaksanaan priksiadilan antar
generasi. Perlindungan keragaman hayati diperldeam pencegahan
dini.

5. Prinsip internalisasi biaya lingkungan. Kerusakangkdungan dapat
dilihat sebagai external cost dari suatu kegiate@memi yang diderita
oleh pihak yang tidak terlibat dalam kegiatan ekontersebut. Jadi
kerusakan lingkungan merupakan external cost yangshditanggung
oleh pelaku ekonomi. Oleh karena itu, biaya kerasakngkungan
harus diintegrasikan kedalam proses pengambilarutispn yang
berkaitan dengan penggunaan sumber-sumber alagbhters

Pembangunan dan pelestarian lingkungan merupaksentegan
yang sama-sama penting. Melihat kuatnya intera&si kietergantungan
antara kedua faktor itu maka diperlukan pendekiab@sep pembangunan
berkelanjutan dan pembangunan yang berwawasan uhggk

(sustainable developmentkonsep yang mengintegrasikan kepentingan

ekonomi, sosial, budaya dan aspek pelestarian imggn. Agar prinsip

pembangunan berkelanjutan di Indonesia bisa ditatsan sebagaimana
mestinya, reformasi regulasi di bidang lingkungadup mengalami
penyempurnaan seiring dengan berkembangnya kelutabausia akan

lingkungan hidup yang sehat. Maka Undang-undangd N@hun 1982

tentang Lingkungan Hidup disempurnakan dengan Ugidiswdang No.23

Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup denakhir

disempurnakan lagi dengan Undang-undang No. 322009 tentang

Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hitfupengan tujuan untuk

mengontrol dan mengawasi pelaksanaan pembanguaasegyai dengan

! Ibid, hal 69
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prinsip sustainable developmenyang mana perencanaan pembangunan
yang direncanakan di rencanakan di lingkungan hicogwajibkan
disusunnya dokumen tentang analisis mengenai danipgkungan
(amdal).

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup perluakiikan
untuk menjaga keseimbangan suatu ekosistem, disgmpintuk
melakukan rangkaian upaya pengelolaan sehingga b&patnya
dilakukan pembaharuan apabila terjadi penurunarit&salingkungan
hidup karena terjadinya gangguan keseimbangan stkasi Dengan
adanya kajian terhadap suatu kegiatan atau pembanguwang
direncanakan pada lingkungan menjadi bagian pedahgm pengambilan
keputusan terhadap layak atau tidak layaknya daatus kegiatan
pembangunan. Oleh karena pelaksanaan telaaharkajian mengenai
dampak lingkungan tersebut, harus dilaksanakarradoasisten, karena
merupakan upaya untuk mengawasi dan mengontrdigalaan kegiatan
yang dilakukan oleh pemangku kepentingan dengamphar prinsip
pembangunan yang berwawasan lingkungan dapat drerjdengan
optimal dan studi amdal akan meminimalkan dampalatieyang terjadi.

Pengelolaan lingkungan hidup harus secara optincaindngkan
serta diupayakan pada pembangunan berwawasan tiggikuhidup dan
pembangunan berkelanjutan dengan tujuan untuk d&&sepan
masyarakat dan juga memikirkan untuk kepentingareigei selanjutnya.
Yaitu melihat secara menyeluruh segala aspek sdmidhya, keamanan
dan berkelanjutan sumber daya. Manusia dan alaitasgka, makhluk
hidup dan tak hidup merupakan satu kesatuan ydimgy dzerinteraksi di
dalam lingkungan hidup sebagaimana disebutkan padal langka 1
Undang-Undang No0.32 Tahun 2009 bahwa lingkungamuphiddalah
kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaanasthluk hidup
termasuk manusia dan perilakunya yang mempengataim itu sendiri,
kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan naasesia makhluk
hidup lain. Sehingga sangat perlu untuk dikelolaagd@ melihat dan
mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, adalah esapbagian dari
ekosistem yang saling melengkapi dan saling beskse Ekosistem
merupakan suatu rangkaian komponen-komponen yangberguk
satuan-satuan fungsional. Kehidupan berlangsungandalberbagai
fenomena kehidupan menurut prinsip, tatanan, hué&lam atau ekologi,
seperti keseimbangarmdmeostatis) kelentingan resiliencg, kompetisi,
toleransi, adaptasi, suksesi, evolusi dan mutasi.
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B. Penegakkan Hukum Lingkungan  terhadap Kegiatan
Pembangunan

Setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan manpsida
lingkungan hidup pada dasarnya selalu menimbulkamub@ahan pada
alam lingkungannya, artinya tiada kegiatan pembaagutanpa risiko
pengubahan lingkungan hidup. Karena itu setiapatagi pembangunan
sebelum di mulai aktifitasnya terlebih dahulu dilké&n suatu kajian
mengenai analisis dampak lingkungan untuk menentukehwa
pembangunan yang dilaksanakan pada lingkungan hitupbanyak
membawa manfaat atau kesejahteraan pada masyakéksusnya
masyarakat sekitar ataukah malah akan membawa dssaan. Oleh
karena itu, perlu diatur secara hukum agar setegpakan pembangunan
pada lingkungan hidup dapat dipertanggung jawabkpabila terjadi
akibat yang fatal dikemudian hari, terutama penaagapada dampak
negatif yang ditimbulkan akibat kegiatan pembangueasebut.

Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Ripubl
Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusmmeagamanatkan
bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandunglathmnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarnya
kemakmuran rakyat. Ruang wilayah Negara Kesatugulii& Indonesia
yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantaia bebagai
kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang ¢&n ruang udara,
termasuk di dalam bumi, maupun sebagai sumber gayh, ditingkatkan
upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdayadamaerhasil guna
dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesargs kemakmuran
rakyat. Mengingat sumber ekonomi dan kekayaan diamegeri ini tidak
lagi menjadi monopoli semata, melainkan berasasieersamaan dan
kemerataan secara adil dan berkelanjutan.

Penataan ruang diyakini sebagai pendekatan yaraf tgdam
mewujudkan keterpaduan pengelolaan sumber dayaddareumber daya
buatan secara berdaya guna dan berhasil guna.apk@ar pada kaidah —
kaidah penataan ruang, kualitas ruang wilayah nakidapat terjaga
keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraannunadan keadilan
sosial sesuai dengan landasan konstitusional UUIDIT4945.

Penyelenggaraan tata ruang di Indonesia telah rdidéungan
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pen&aang (UUPR).
UUPR mengatur bahwa masing-masing daerah harus tapsae
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi mauadmpaten/kota.
Penetapan RTRW untuk suatu pembangunan, itu saediit dan juga
berpengaruh pada masalah perlindungan dan petestaagkungan hidup.
Oleh karena itu, kegiatan suatu pembangunan hagugrifisip pada
pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasarkuhiggn dan
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menjadi dasar terintegrasi dalam pembangunan suatiayah,
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 32 T2B08 tentang
‘Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hiduphirsgga memacu
pada setiap pelaksanaan pembangunan dengan komsg@wasan
lingkungan yang lebih terbuka dan responsif terpad@pentingan
masyarakat luas. Penyelenggaraan penataan ruamg kganprehensif,
holistik, terkoordinasi, terpadu, efektif dan efisidengan memperhatikan
faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahgn&keamanan, dan
kelestarian lingkungan hidup. Dengan adanya penataang wilayah
lingkungan hidup dapat mengharmoniskan lingkungadama dan
lingkungan buatan serta keterpaduan penggunaanagantmberikan
perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegalzanpak negatif
terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan rudang pelaksanaan
pembangunan. Ruang adalah wadah yang meliputi marag, ruang laut,
dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi selssgu kesatuan
wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainngéamt melakukan
kegiatan dan memelihara kelangsungan kehidupannya.

Siti Sundari Rangkutmenyatakan substansi dari Undang-undang
tentang pengelolaan lingkungan harus memuat prpIESIp
kebijaksanaan lingkunganprinciples of environmental poligyuntuk
dituangkan dalam aturan yang berisi norma hukuragsstberikut#?

1. Abatement at the sorce (penanggulangan pada surydern

2. The best available Technology (BAT) =the"alara piohe" ("as low
as reasonably achieveable").

The polluter pays principle (prinsip pencemar meyara

Stand still principle (prinsip cegat tangkal/cekal)

Principle of regional differentiation (prinsip pegblaan regional).
Shifting the burden of proof ="hetbeginsel van dakering der
bewijslast"(beban pembuktian terbalik)

Undang-undang No. 32 Tahun 2009 adalah peraturdmoinmnu
lingkungan hidup yang mendayagunakan berbagai keterhukum yaitu
hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidgegentuan hukum
perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungasuph di luar
pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaiagketa lingkungan
hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perveakikelompok, hak
gugat organisasi lingkungan ataupun hak gugat petabr Melalui
gugatan tersebut, diharapkan akan meningkatkand&esa seluruh
pemangku kepentingan tentang betapa pentingnyang@nban dan
pengelolaan lingkungan hidup. Penegakkan hukumnpigeada Undang-

o 0hsw

*? penegakan Hukum Lingkungan: (Franky Butar Butamjdika Vol. 25 Na 2,
Mei—-Agustus 2010: 151-168, diakses Jumat 6 Des @akgl 19.29.|
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undang No.32 Tahun 2009 itu mengatur ancaman hukumaimum

disamping maksimum, perluasan alat bukti, pemidamagi pelanggaran
baku mutu lingkungan, keterpaduan penegakkan hukisana dan

pengaturan tindak pidana koorporasi. Penegakkanurhulpidana

lingkungan tetap memperhatikan asadtimum remedium yang

mewajibkan penerapan penegakkan hukum pidana selgaaya terakhir

setelah penerapan penegakkan hukum adminsitrasiggia tidak

berhasil. Penerapan asakimum remediumhanya berlaku bagi tindak
pidana formil tertentu yaitu pemidanaan terhaddpnggaran baku mutu
air limbah, emisi dan gangguan. Penegakkan hukuwtanpi terhadap
pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat dilakukpenegakkan
hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri skpolisian, dan
kejaksaan di bawah koordinasi menteri. Tindak mddalam Undang-
undang No. 32 Tahun 2009 merupakan kejahatan. ps#d 97 Undang-
undang tentang perlindungan dan pengelolaan linggon hidup

menyatakan bahwa jika setiap orang dengan sengdgkukan perbuatan
yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udaraeamibaku mutu

air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakagkungan hidup
dipidana dengan pidana penjara paling singkatga)(tiahun dan paling
lama 10 (sepuluh ) tahun dan denda paling sedjki8.R00.000.000,-(tiga
miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.008epuluh miliar

rupiah). Pada sanksi administratif Menteri, GuberrBupati/\Walikota

menerapkan sanksi adminsitrasi kepada penanggwadp jasaha dan/atau
kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggsdhadap izin
lingkungan. Sanksi administrasi pada pasal 76 @yaindang-undang
tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungaruphiderdiri dari

teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan lizgkungan atau
pencabutan izin lingkungan.

Akan tetapi, bagaimana jika sesudah pengenaan isanks
administrasi dituntut lagi menurut hukum pidanauagebaliknya atau juga
dengan sanksi (gugatan) perdata. Bahwa tujuan hugigana yang
berbeda dengan hukum administrasi dan hukum perdataka
jawabannya adalah bahwa hukum pidana terutama tabkgn sanksi
kepada sobjek hukumnya yang melanggar ketentuamgiga yang telah
diatur dalam Undang-Undang lingkungan tersebut,gyarana dalam
sanksi pidana selain penjara atau kurungan jugaha#taman denda,
sedangkan pada sanksi administatif dan sanski fgzerdanekankan pada
pencabutan izin, pemulihan keadaan dan ganti kenu@ienerapan hukum
pidana atau terhadap pelanggaran hukum lingkungagal tergantung
juga pada hukum adminsitratif atau hukum pemeramakerutama yang
menyangkut perizinan. Inilah yang disebut oleh Eausebagai
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ketergantungan administratif hukum  pidana lingkumga(de
administratieve afhankelijkheid van het millieuastecht).

Tujuan negara yang tercantum pada alinea keemp& Wa4A5
bahwa Negara Indonesia termasuk negara hukum késegan. Tujuan
Negara tersebut, dilaksanakan salah satunya adalaiiang lingkungan
hidup yang dituangkan dalam peraturan perundandangan dan dalam
rangka perlindungan dan pengelolaan lingkunganphedundonesia maka
salah satu otoritas pemerintah yaitu menerapkan imgkungan
(environmental licengepada setiap kegiatan dan/atau pembangunan yang
dijalankan di lingkungan hidup. Agar lebih menjankepastian hukum
dan memberikan perlindungan terhadap hak setiapngorantuk
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehlztgse bagian dari
perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem. Bdimgkungan hidup
yang baik dan sehat itu merupakan hak asasi set@ga Negara
Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pasal P®ddng-undang
Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh karena itu, pelaksanaan telaahan atau kaji@ngemai
dampak lingkungan tersebut, harus dilaksanakarrasdamsisten karena
merupakan upaya untuk mengawasi dan mengontrdigalaan kegiatan
yang dilakukan oleh pemangku kepentingan dengamphar prinsip
pembangunan yang berwawasan lingkungan dapat drerjdengan
optimal dan studi amdal akan meminimalkan dampajlatikya.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup naap upaya
sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk meikata fungsi
lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemadan/atau
kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencangeemanfaatan,
pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan peragakkikum
lingkungan. Oleh karena itu, lingkungan hidup Inelsia harus dilindungi
dan dikelola dengan baik berdasarkan rasa tangguwa), berkelanjutan
dan berkeadilan serta dapat memberikan kemanfa&taromi, sosial dan
budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehaiima demokrasi
lingkungan, desentralisasi dan juga pengakuan daghargaan terhadap
kearifan lokal dan kearifan lingkungan.

Penggunaan sumber daya alam dilakukan secara aesenc
rasional, optimal, bertanggung jawab dan sesuajatekemampuan daya
dukungnya dengan mengutamakan sebesar-besarny&rkamaa rakyat,
memperkuat struktur ekonomi yang memberikan efekgganda yang
maksimum terhadap pengembangan dan atau pembandengan tetap
memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangakungan hidup.
Maka perlu dikembangkan sistem hukum perlindungam pengelolaan
lingkungan hidup yang jelas, tegas dan menyeluruhagmenjamin
kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindugan pengelolaan
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sumber daya alam serta kegiatan dengan perubaigkuhigan. Undang-
undang No. 32 Tahun 2009 mendayagunakan berbagaitban hukum,

baik ketentuan hukum administrasi, hukum perdataipma hukum

pidana. Dan juga berlandaskan pada rencana tatg nudayah dalam

pembangunan yang mencakup pemanfaatan sumber daya yang

berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup denmemperhatikan
daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk rgangkosistem
yang ada serta dilakukan secara produktif, efegdigjen, tertib, aman dan
adil.

V. PENUTUP

Kesmpulan

Peraturan  perundang-undangan sebagai dasar pelaksan

pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup ydrndang-

undang No. 32 Tahun 2009 tentang ‘Perlindungan Ramgelolaan

Lingkungan Hidup’, merupakan peraturan yang sudamgtehensif

dan responsive dalam memacu pelaksanaan pembangearan

berwawasan lingkungan hidup dan menjadi dasartégmasi dalam
pembangunan suatu wilayah serta lebih terbuka dammparhatikan
terhadap kepentingan rakyat yang membawa perubpélaksanaan
pmbangunan dengan konsep pembangunan yang beutatan]

(sustainable development)

2. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup perlaldikan untuk
menjaga keseimbangan suatu ekosistem, disampinds imélakukan
rangkaian upaya pengelolaan sehingga bisa secepatigkukan
pembaharuan apabila terjadi penurunan kualitaskdingan hidup
karena terjadinya gangguan keseimbangan ekosistem.

3. Pengenaan sanksi merupakan salah satu upaya pahgend
pemanfaatan lingkungan hidup, dimaksudkan sebagaangkat
tindakan penertiban atas pemanfaatan lingkunganphighng tidak
sesuai dengan rencana atau ketentuan yang ada.nfaataa
lingkungan hidup dan atau sumber daya alam yaa$f 8dsuai dengan
rencana, baik yang dilengkapi dengan izin maupungyadak
memiliki izin, dikenai sanksi hukum administratif isalkan
pencabutan izin, pemulihan lingkungan hidup danksamukum
pidana serta sanksi hukum perdata.

4. Dengan demikian penegakkan hukum lingkungan bextujuntuk
memperbaiki perilaku manusia atas lingkungan hileipgan memberi
sanki kepada pembuat (pelanggar hukum lingkung@ay aapat
berubah dan memperhatikan lingkungan hidup serkaonang lain
untuk hidup di dalam lingkungan yang sehat daretamnt.

- >
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Saran

Para pengambil keputusan dan penentu kebijakan rpgate wajib

menjabarkan Undang-Undang tentang perlindunganpasgelolaan
lingungan hidup ke dalam kebijakan teknis di masmaging sektor.
Dan pemberian sanksi yang tegas sesuai hukum yatakb.

2. Sudah saatnya bangsa Indonesia tidak hanya melethgeksploitasi
kekayaan alam secara besar-besaran, tetapi jugs barsungguh-
sungguh memulihkan dan menjaga kelestarian danndg®lmgan
lingkungan hidupnya demi kepentingan Negara, bangsesyarakat
dan generasi yang akan datang. Pemerintah harugs sentuk

menegakkan hukum lingkungan secara tegas danRatih penegak
hukum juga harus memiliki kemampuan tentang lingfaim hidup

oleh karenanya di perlukan pula untuk mengikutaplehn dan/ atau
pendidikan tentang lingkungan hidup, sehingga jdda sengketa
tentang lingkungan hidup dapat di selesaikan dehgdn

= W
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